BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NO.459/PID.B/2011/PN.SMG TENTANG
PENGGELAPAN UANG SETORAN

A. Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan No.459/Pid.B2011/PN.Smg
Putusan Pengadilan Negeri Semarang No0.459/Pid.B/RBLSmg
tentang Penggelapan Uang Setoran yang dilakukam telelakwaTulus

Pribadi bin Soewardji dalam kedudukannya selaku sales UD Tegal Jaya

Putri. Penulis akan mencoba menganalisis putusaehliet dengan hukum

formil.

Menurut pasal 197 ayat (1) KUHAP, surat putusan gpditan
pemidanaan memuat :

a. Kepala putusan vyang ditulis berbunyi : “DEMI KEADAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal |ajeinis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaiaktea;

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengaekta flan keadaan
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persaaik di sidang yang
menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam suntatan;

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjali pasidanaan atau

tindakan dan pasal peraturan perundang-undangam wyemjadi dasar

59



60

hukum dari putusan, disertai keadaan yang memizeratkan yang
meringankan terdakwa;

. Hari dan tanggal diadakannya Musyawarah Majelis itdakkecuali
perkara diperiksa oleh hakim tunggal,

. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telpéntdri semua unsur
dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kkasifidan pemidanaan
atau tindakan yang dijatuhkan;

Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankagademenyebutkan
jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai bdrakitiy

Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu lketrangan dimana
letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat oteditkiggap palsu;

. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalahanan atau
dibebaskan;

Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nhakim yang
memutus dan nama panitéra.

Putusan No0.459/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Penggelapang

Setoran yang dilakukan oleh terdakwa Tulus Prildadi Soewardji. Pihak

yang memberikan keterangan dalam proses persidaagatah penuntut

umum, saksi, terdakwa dan saksi korban. Selairrdegan para pihak, dalam

putusan tersebut terdapat keterangan mengenai lpengaerdakwa tentang

perbuatan yang ia lakukan atau ia ketauhi seniu alami sendiri.

! Karya AndaKUHAP, Surabaya : Karya Anda, tt, him. 256.
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Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang salerseferdapat
dalam pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP adalah labdengan Hukum
Acara Pidana lama (HIR), yang menyebut denganalmstifpengakuan
terdakwa” sebagai alat bukti yang sah di dalam Ip28a HIR. Perbedaan
antara pengakuan terdakwa dengan keterangan teadalmitu bahwa
pengakuan terdakwa sebagai alat bukti harus memaraylarat yaitu :

1. Terdakwa mengakui bahwa dia yang melakukan tindalana yang
didakwakan kepadanya.
2. Terdakwa mengakui bahwa dia yang bersalah.

Sedangkan keterangan terdakwa mempunyai makna lgaity luas
dari pada pengakuan terdakwa. Menurut pasal 183 & KUHAP
menyatakan bahwa keterangan terdakwa adalah appigydakukan atau ia
ketauhi sendiri atau alami sendiri.

Menurut Suryono Sutarto perubahan alat pembukténpEnyebutan
pengakuan terdakwa menjadi keterangan terdakwagasgwenting dalam
Hukum Acara Pidana. Secara yuridis membawa akédt yaitu keterangan
terdakwa mempunyai sifat yang sama dengan ketemasgisi dan kepada
hakimlah digantungkan harapan untuk menilai ketgaarterdakwa tersebfit.

Selama pemeriksaan, alat bukti yang digunakan hdkdgerangan
saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Barkias alat bukti, Majelis
Hakim memberikan pertimbangan hukum sesuai pasalKIBHAP. Makna

dari pada pasal 183 KUHAP diatas menunjukkan bayavey dianut dalam

% Soerodibroto Sunartd{UHP dan KUHAP Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007,
him. 67.
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sistem pembuktian, ialah sistem pembuktian menundang-undang yang
negatif Qegatief wettelik Penyebutan kata-kata "Sekurang-kurangnya dua
alat bukti" maka berarti bahwa hakim pidana tidaleh menjatuhkan. Pidana
kepada seorang hanya didasarkan atas satu alashjakt

Penyebutan dua alat bukti secaliaitatip menunjukkan suatu
minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-ogd&arena itu hakim
tidak diperkenankan menyimpang dalam menjatuhkamspnnya, makna dari
keyakinan hakim bukan diartikan perasaan hakimaglilsebagai manusia,
akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yadgsdrkan atas bukti-
bukti yang sah menurut undang-undang.

Menurut hemat penulis, dasar pertimbangan yangndigan hakim
dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidangged@mpan adalah fakta-
fakta hukum yang terbukti dalam persidangan sedanya faktor yang
meringankan terdakwa dan paling menentukan yaitugadeuan terdakwa.
Selama persidangan, korban dan terdakwa tidak nrsoijte jalannya
persidangan, sedangkan faktor yang memberatkankiged yaitu perbuatan
terdakwa merugikan UD Tegal Jaya putri.

Putusan pemidanaan dalam No0.459/PID.B/2011/PN.Stognar
adanya apabila dikaitkan dengan teori pembuktiadadg-undang negatif
(negative wettelijk sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP. vyaitu
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada sesgdkacuali sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memgef@gakinan bahwa suatu

* Martiman ProdjohamidjojokKomentar atas KUHAPJakarta : Pradnya Paramita, 1984.
him. 129-130.
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tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdiwyang bersalah
melakukannya.

Pasal 184 ayat (1) menerangkan alat bukti yangustdra lain :

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan ahli;

c. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwhi.

Di dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengajb&eang bukti
sebanyak 6 faktur yaitu : Faktur Nomor FJ110307#@ktur Nomor
FJ11040304, Faktur Nomor FJ11040374, Faktur Nondad 8400477, Faktur
Nomor FJ11040302, Faktur Nomor FJ11040603 sebepad#&212.000.00
(empat puluh empat juta dua ratus dua belas ribpiah).> Tidak hanya itu
saja, di persidangan telah didengar pula keterapgaa saksi yang masing-
masing dibawah sumpah, jadi sudah jelas apa yadgkwakan didalam
dakwaan jaksa terhadap tindak pidana penggelapam gitakukan terdakwa
Tulus Pribadi nin Soewardji telah terbukti secaeh sdan meyakinkan
bersalah.

Pendapat penulis, berdasarkan fakta-fakta yangndkap dalam
persidangan sesuai penerapan sistem pembuktiaadaekdn KUHAP (Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana). Putusan Peagaliégeri Semarang

* Sunarto Surodibroto{UHP dan KUHAP Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2007,
him. 435.

® Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15tdg@2011, Nomor. 459/Pid.
B/2011/PN. Smg.
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No0.459/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Penggelapan Uatoréh sudah tepat.
Oleh Karena semua unsur telah terpenuhi, maka jpgsantut umum telah
dapat membuktikan dakwaannya. Sedangkan Prosesriggaan disidang
pengadilan putusan ini berlangsung selama 5 sid&®aglahal umumnya
persidangan dengan acara biasa bisa melalui 8idalng.

Proses pemeriksaan dengan acara biasa disidangadieing
dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap yaitu:
a. Tahap pemanggilan
b. Tahap pembacaan surat dakwaan
c. Tahap eksepsi
d. Tahap pembuktian
e. Tahap requisitoir/tuntutan pidana
f. Tahap Pledoi/pembelaan
g. Tahap replik/duplik
h. Tahap putusan hakim

Secara keseluruhan selama pemeriksaan di persiddegjalan, Pasal
153 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Ac@idana menetapkan
bahwa “Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaanidrg pengadilan
yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indoryesig dimengerti oleh
Terdakwa dan Saksi”. Pada kasus “Penggelapan uatgyas” di atas,
pemeriksaan selama persidangan berlangsung sutitul@in secara lisan
dalam bahasa Indonesia yang bisa dimengerti olélsTaribadi (Terdakwa),

Samuel (korban) dan Triwahyuni (saksi) besertaississi yang lain. Perkara
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penggelapan ini belangsung selama 5 kali sidangpfa tahapan-tahapan
pemeriksaan di persidangan adalah :
1. Sidang | (Pemanggilan terdakwa)

Pasal 153 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa “untuk Kepe
pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang danyatakan
terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengepaudilaan atau
terdakwanya anak-anak”

Pada sidang kasus penggelapan terhadap UD TegaPddry yang
dilakukan oleh Terdakwa Tulus pribadi di atas, ldiEnakan pada tanggal
18 Juli 2011. Hakim Ketua sidang telah mengatakahwla “ sidang
terbuka untuk umum”, sehingga apa yang diatur dd&asal 153 ayat (3)
KUHAP di atas sudah dipenuhi, dan secara tidakslang hal ini sudah
memenuhi salah satu azas dalam hukum acara pidaity azas
pemeriksaan pengadilan terbuka untuk unfum.

Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa yang dalam kasus
adalah Tulus Pribadi dipanggil untuk memasuki ruaidpang dengan
berpenampilan rapi dan sopan serta dalam keadadras/tenpa
dibelenggu/diborgol, karena seperti yang terganaadam kasus tersebut
bahwa sebelum pemeriksaan di persidangan atas kaswuggelapan
tersebut pelaku sudah menjalani masa penahanatapiTalam sidang

perdana ini, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat meirglaa terdakwa

® Suryono Sutartap. cit ,him. 60.
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dan mohon kepada majelis hakim agar sidang di tudéd tidak
memberikan alasan mengapa terdakwa tidak dapat‘hadi
2. Sidang Il (Pembacaan surat dakwaan, Pemeriksaan Saksaksi)

Pada permulaan sidang kasus “penggelapan uan@sethratas,
Hakim ketua sudah melaksanakan salah satu proseb dimulainya
pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan N&mrarang, yaitu
menanyakan kepada terdakwa mengenai nama lengkapat lahir, umur
atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, &rtipggal, agama, dan
pekerjaannya, serta hal lain yang bagi Hakim pemduk diingatkan
terkait jalannya sidang. Hal tersebut menunjukkahwa Fakta kasus di
atas sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalaml &5 ayat (1)
KUHAP.

Majelis Hakim memberikan hak-haknya untuk didamping
penasihat hukum tetapi terdakwa menerangkan selisaa bahwa
terdakwa tidak didampingi penasihat hukum karenanakienghadapi
sendiri kepersidangan. Agenda dilanjutkan pembada&waan terdakwa
menyimak dakwaan JPU dengan turunan surat dakwaan.

Mengenai pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Ushaioir
di dalam Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP bahw#&lakim ketua sidang
minta kepada penuntut umum untuk membacakan sakatahn”.

Sidang ke 2 dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2Q&ltu

pembacaan dakwaan. Jaksa Penuntut Umum sudah kesagembacaan

’ Berita acara sidang 1 putusan Pengadilan Negera@em tanggal 15 Agustus 2011,
Nomor. 459/Pid. B/2011/PN. Smg. him 1.
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surat dakwaan No. Reg. Perk.PDM-350/SEMAR/Ep.1QFI12 yaitu
dengan menjerat Tulus Pribadi (Terdakwa) denganwdak tunggal
melanggar Pasal 374 KUHP tentang tindak pidaRanggelapan karena
pekerjaanya”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwas Pribadi bin
Soewardji berupa pidana penjara selama 1 (satwinta3 (tiga ) bulan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanarergama dengan
perintah terdakwa tetap ditahan.

Setelah pembacaan dakwaan, terdakwa tidak mengajuka
keberatan atau pembelaan sehingga sidang dilanjpiaeriksaan saksi,
terdakwa® Pemeriksaan saksi di atur dalam Pasal 159 saRgssl 174
KUHAP. Dalam hal sebelum memberikan keterangana aksi wajib
untuk mengucapkan sumpah menurut cara agamanyangvasising,
kecuali dalam hal yang ditentukan Pasal 171 KUH3&elah keterangan
saksi di dengarkan, Hakim ketua sidang akan mekanypendapat dari
Terdakwa terkait kesaksian yang diberikan.

Kasus “penggelapan uang setoran” di atas JaksanRgrumum
telah menghadirkan empat saksi yaitu Samuel bin Bedmad Efeendi
(pemilik UD Tegal Jaya Putri/ korban), Triwahyumia@ian administrasi
UD Tegal Jaya Putri), Agus Triyani (bagian kasbD Uegal Jaya Putri),
Stefanus Agus Mintardjo (bagian Superviser UD Tegala Putri).
Seluruh saksi memberikan keterangan di bawah surygady menyatakan

bahwa terdakwa adalah karyawan UD Tegal Jaya PKgterangan

® Berita acara sidang 2 putusan Pengadilan Negera@em tanggal 15 Agustus 2011,
Nomor. 459/Pid. B/2011/PN. Smg. him 2.
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mereka sudah diperdengarkan, dimana mereka adaidhkiva, korban
dan saksi. Hal yang sama juga dilakukan terhadapake/a (Tulus
Pribadi) untuk dimintai keterangannya.

. Sidang Il (Tuntutan).

Sidang ke 3 adalah penuntutan. Sidang ini dalaksangada
tanggal 01 Agustus 2011. Selanjutnya Hakim Ketuam@merintahkan
Terdakwa yang dalam kasus ini adalah Tulus Prilsllanggil untuk
memasuki ruang sidang dengan keadaan bebas/tdrgdardjgu/diborgol.
Tetapi dalam sidang tuntutan ini, Jaksa Penuntuufdnmenerangkan
tuntutan belum siap dan memohon kepada majelisthakipaya sidang
ditunda. Kemudian majelis menunda pemeriksaan peada hari Senin,
08 Agustus 2011 dengan agenda tuntutan.

. Sidang IV (Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum)

Setelah pemeriksaan saksi, terdakwa dan pembuld@é@sai,
proses selanjutnya adalah sebagaimana yang dindalainm Pasal 182
ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu Penuntut Umum mengaju tuntutan
pidana.

Tuntutan dilaksanakan pada sidang ke 4 pada taf@yalgustus
2011. Kasus “penggelapan uang setoran” yang dikkukulus Pribadi
terhadap Samuel yang berlangsung di PengadilanrN8gmarang Pada
sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum sudah siagadetuntutanya
yaitu, menuntut Tulus Pribadi dengan pidana pergatama 1 Tahun 3

bulan. Tulus Pribadi dinyatakan bersalah karena emeim semua unsur
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Pasal 374 KUHP dan selama pemeriksaan di persidardgk ditemukan
adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggualggin pidana.
Tuntutan ini disertai dengan memperlihatkan batasgng bukti berupa
Faktur Nomor FJ11030749, Faktur Nomor FJ110403@ktuf Nomor
FJ11040374, Faktur Nomor FJ110400477, Faktur NoFiir1040302,
Faktur Nomor FJ11040603 terlampir dalam berkasgrark

Atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengerti ygoag telah
ditututkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya,akem tidak
mengajukan pledoi atau pembelaan, terdakwa hanyaohmen keringanan
hukuman karena merasa bersalah, menyesal dan aldak mengulangi
perbuataaya. Oleh karena terdakwa tidak mengajpleaioi, maka sidang
selanjutnya adalah putusan.
. Sidang V (Putusan)

Sidang ke 5 adalah putusan dilaksanakan pada tab§gegustus
2011. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yaagangani kasus
tindak pidana penggelapan No0.459/Pid.B/2011/PN.Smegmutuskan
terdakwa Tulus Pribadi bin Soewardji, telah terbukti secara sah
melakukan tindak pidanaPenggelapan yang dilakukan oleh orang yang
menguasai barang itu karena ada hubungan kerja@ga@hana diatur dan
diancam dalam pasal 374 KUHP. Serta Menjatuhkamangidterhadap
terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu).tahun

Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakin telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena baik terdedtaa Penuntut
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Umum telah menerima putusan tersebut dan tidak kukda upaya
hukum?

Selama pemeriksaan perkara di persidangan, merpentlis
Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukanritbe ialah terkait
pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkasasdbut atau
dakwaan yang tidak dapat diterima atau surat dakwharus dibatalkan.
Namun jika dicermati pada kasus “penggelapan uatgran” di atas,
Terdakwa (Tulus Pribadi) tidak mengajukan keberatdal ini dapat
dilihat atau dibuktikan dari penggalan kalimat yaatp pada uraian kasus
di atas, yaitu “...Terdakwa telah menyesali dan mkagaerbuatannya
dan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum larémgin maju
sendiri...”. Jadi dari kutipan tersebut tersirat bahdengan mengakui
perbuatan dan membenarkan penggelapan yang telakuldinnya,
Terdakwa tidak ada lagi alasan untuk mengajukaeteghn atau Eksepsi.

Tahapan-tahapan sidang diatas dapat penulis diempusetelah
adanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum, terdatielak mengajukan
pengajuan pembelaan tetapi terdakwa hanya menggjlteringanan
hukuman, karena merasa bersalah, menyesal dan aklak mengulangi

perbuatanya lagi. Jika kita hanya melihat bacaata paaian kasus di atas,

° Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut untigik menerima putusan
pengadilan yang berupa perlawanan atau banding k#sasi atau hak terpidana untuk
mengajukan permohonan penbinjauan kembali dalanddralmenurut tata cara yang ditentukan
dalam undang-undang. Maksud upaya hukum ini adatghk memperbaiki kesalahan yang
dilakukan oleh instansi yang sebelumnya dan unegatuan dalam peradilan. Dengan adanya
upaya hukum, maka ada jaminan baik bagi terdakwapora masyarakat bahwa peradilan baik
menurut fakta dan hukum benar serta sejauh murgiagam sehingga ada kepastian hukum.
Lihat Suryono Sutartap. cit,him. 85.
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Maka yang tergambar jelas sampai pada sidang yemaghir yaitu putusan
yang dilaksanakan 5 AgustuS 2011.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwkmannga
pemeriksaan di persidangan hanya melalui 5 kahrgjd Padahal biasanya
pemeriksaan di persidangan melalui 8 tahap. Menhamat penulis, hal
tersebut dikarenakan terdakwa tidak didampingi pehat hukum, tidak
melakukan eksepsi, tidak ada pembelaan dan tidakreglik/duplik,hal ini
dikarenakan terdakwa telah mengakui perbuataanya daenyesali
perbuatanya. Walaupun demikian, putusan No0.459/Bif2011/PN.Smg
sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang teddtr dii dalam Acara
Pemeriksaan biasa di persidangan, yaitu sebagaiysangpdiatur dalam Pasal
152 sampai dengan Pasal 182 Kitab Undang-UndangirHukcara Pidana

(KUHAP).

. Analisis Hukum Materiil terhadap Putusan No.459/PidB/2011/PN.Smg
Tinjauan hukum materiil berhubungan dengan tinjaterhadap isi
dari putusan. Berdasarkan isi materi putusan ddpatahui bahwa dasar
pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No. 45PB7P0011/PN. Smg
adalah terpenuhi semua unsur tindak pidana yarmkdigian jaksa. Putusan
tersebut diambil berdasarkan keyakinan hakim ak#éddénya persamaan
keterangan yang diberikan oleh saksi dan terdaRywa.yang telah dilakukan

oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara di adatam system
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pembuktian disebut dengan istilah pembuktian bartas Undang-undang

negatif.

Selama sidang di pengadilan semua unsur dakwaaa jp&nuntut
umum telah terbukti. Oleh karena semua unsur tiEghenuhi, maka jaksa
penuntut umum telah dapat membuktikan dakwaanngalakwa dinyatakan
terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pengupeiekarena pekerjaanya”.

Sebelum Hakim memberikan putusan terhadap terdakakm perlu
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan garkan atas diri
terdakwa.

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan UD Tegal Jaya putri.

- Terdakwa tidak ada usaha mengembalikan uang teérsebu

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatanya.

- Terdakwa menyesali perbuatanya.

- Mengingat pada pasal 374 KUHP, UU No.8 Tahun 198W. No. 48
Tahun 2009 UU No. 49 Tahun 2009, serta peraturampang- undangan
yang lain yang bersangkutan.

Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarangage
No0.459/PID.B/2011/PN.Smg, dengan pertimbangan alagamberat dan
peringan bagi terdakwa, terkandung secara imilisgofi penjatuhan pidana.
Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pemaigayaitu: pertama,

teori absolut atau teori pemidanaan yaitu negarhaliemenjatuhkan pidana.
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Kedua,teori relative atau teori tujuan yaitu untuk meadgn tata tertib itu
diperlukan pidana dan alat untuk mencegah timbusugdu kejahatan, dengan
tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelih&etiga, teori gabungan,
teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasansas pertahanan
tata tertib masyarakat, alasan kedua itu dapatddks:n menjadi dua dua
golongan besar, yaitieori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dariyapg perlu dan cukup
untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib maksgamdan teori gabungan
yang mengutamakan perlindungan tata tertib masggra&tapi penderitaan
atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berati geda perbuatan yang
dilakukan terpidan&’

Putusan Menyatakan terdakwa Tulus Pribadi bin Sodjivéelah
terbukti secara sah melakukan tindak pidaRenggelapan yang dilakukan
oleh orang yang menguasai barang itu karena adaingab kerja”
sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KHelEm Menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjaraadlégsatu) tahun.

Jenis-jenis penggelapan yang penulis bahas dalé&mlbpasal yang
diterapkan jaksa penuntut umum sudah benar yaitlanggar pasal 374
KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.459PRN. Smg dengan
terdakwa Tulus Pribadi bin Soewardji termasuk kaaapenggelapan dalam

pemberatan. Unsur-unsur yang memberatkan sebagailyemy dimaksud

10 Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidana Bagian lakarta : Raja Grafindo Persada,
2002, Cet ke-1, him. 153-162.
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dalam pasal 374 KUHP ialah karena tindak pidanaggelapan itu telah
dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

1. karena hubungan kerja pribadinya.

2. karena pekerjaannya.

3. karena mendapat imbalan uang.

Hubungan kerja disini terdapat hubungan misalny@aranseseorang
majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan sdatang pelayan
Tindak pidana penggelapan uang setoran dalam puteeagadilan Negeri
Semarang No0.459/Pid. B/PN. Smg dengan terdakwa sT@#tbadi bin
Soewardji yang tidak menyerahkan uang setora daerglinakan untuk
kepentingan pribadi. Maka Tulus Pribadi bin Soelvatelah melakukan
kejahatan penggelapan seperti yang diatur didalasal 374 KUHP, oleh
karena ia menggelapkan uang majikannnya yang berdimwah
kekuasaannya tidak karena kejahatan, melainkam&dmebungan kerja dalam
hal ini tugas terdakwa sebagai sales, maka unsurwyang ada dalam pasal
374 KUH telah terpenuhi.

Tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman, adalatiak pidana yang
memenuhi syarat-syarat pemidanaan. Menurut Sudamoat pemidanaan
yaitu:

1. Perbuatan memenuhi rumusan Undang-undang.
2. Bersifat melawan hukum, tidak ada alasan pembenar.

3. Orang yang berbuat, mampu bertanggungjawab.
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4. Dolus atau culpa, tidak ada alasan pemaaf (alasamghapus
kesalahan).

Apabila memperhatikan pasal yang diterapkan ol&mnh&engadilan
Negeri Semarang maka dapat dikatakan sudah sesngam aturan. Jika
dilihat dari hukuman yang dijatuhkan maka, menpernulis dapat dikatakan
tidak sesuai dengan KUHP. Dikatakan tidak sesuanehukumannya terlalu
ringan. Padahal pasal 374 KUHP ancaman hukumangptaman diperberat
yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun, apalailarh menjatuhkan pidana 1
Tahun sangat ringan, karena perbuatan terdakwasethmpenggelapan yang
diperberat.

Menurut penulis, pertimbangan hukum yang dijatuhkegelis hakim
Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara pidanaoNo#%9/ PID.B/2011
/PN.Smg, adalah fakta fakta hukum yang terbuktiebasalat pembuktian
yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilat bukti yang
diajukan adalah keterangan saksi, keterangan temlalan barang bukti.
Hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa adalah rin@amksi hukuman
yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Semarangdeepardakwa dengan
hukuman penjara 1 (satu) tahun tidak sesuai deagaryang sudah dilakukan
oleh terdakwa. Terdakwa melanggar pasal 374 KUH#BalPini termasuk
penggelapan di perberat, dengan tuntutan penjdmgpi@ma lima tahun.
Hukuman penjara 1 (tahun) sangat ringan dari maksimkuman pasal 374

KUHP. Oleh karena itu hakim bisa menambah lagi diakuman tersebut
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bahkan kalau perlu lebih berat hukumannya dari pgadéutan jaksa, agar

terdakwa jera dengan tindakannya tersebut.

. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan
No0.459/Pid.B/2011/PN.Smg

Peradilan atau gqodha menurut bahasa artinya oramg memutuskan
perkara dan menetapkannya. Sedangkan menurut telogeperadilan atau
godhi adalah menyelesaikan perkara pertengkarark unényelesaikan gugat
menggugat dan untuk memotong pertengkaran dengamhbukum syara’
yang dipetik dari al-Quran dan as-Sunhah.

Menurut kitabfigh, landasan yang harus digunakan sebagai putusan
hakim adalah nash-nash dan hukum yang pasti d@uegan dan as-Sunnah,
dan hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama d&ukum-hukum yang
dikenal dalam agama secara pasti. Apabila perkamng diajukan kehadapan
hakim terdapat hukum dalam nas, atau ketentuannmoya telah diketahui
secara pasti oleh kaum muslimin, kemudian hakim uoteskan dengan
putusan yang menyalahi hal tersebut, maka keputtesaebut batal dan
berhak dibatalkarf.

Dalam hukum Islam, suatu perbuatan baru diangghpgse tindak
pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. tnsada yang umum dan

ada yang khusus. Abdul Qadir Audah seperti yangitgikAhmad Wardi

1 Allauddin Koto,Sejarah Peradilan Isalamlakarta ; Raja Wali Pers, 2011, him. 10.
2" Basiq Djalil,Peradilan Islam Jakarta ; Amzah, 2012, him. 79.
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Muslich mengemukakan bahwa unsur-unsur umum urdukngh ada tiga

macam yaitd?

1) Unsur formal (o=_4) ¢S)V) yaitu adanya nash atau (ketentuan) yang
melarang perbuatan dengan hukuman.

2) Unsur Materiil (s3Wl oS))) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk
jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) nnaugikap tidak berbuat
(negatif).

3) Unsur Moril (=¥ ¢S,) yaitu bahwa pelaku adalah oramgukallat*
yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawadias tindak pidana
yang dilakukan.

Penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Segridcemor : 459
/PID.B/2011/PN.Smg, baru dianggap sebagai jarimahggelapan dalam
Hukum Pidana Islam dan pelakunya dapat dikenakakurhan, apabila
memenuhi unsur-unsur jarimah diatas. Untuk itu adtiamaikan satu persatu
unsur-unsur jarimah tersebut, yaitu :

1) Adanya nash atau ketentuan yang melarang perbdateyan hukuman

Tulus Pribadi bin Soewardji, antara tanggal 2 3@dApril 2011

atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempbHD diegal Jaya Putri

13 Achmad Wardi MuslichPengantar........ Op. cjthim. 27-28.

4 Mukallaf ialah seorang muslim yang telah akil baliidewasa). Dalam Ushul Figih
mukallaf disebut jugal-mahkum ‘alaihi(subyek hukum) yaitu orang yang telah dianggap mamp
bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan taériAllah SWT maupun dengan larangan-
Nya. Lihat Abdul Wahab Khlaf,llmu Ushul Figh,Terj. N oer IskandarKaidah-kaidah Hukum
Islam ( llmu Ushul Figih), Ed.1, Jakarta: PT. RajaGratin@€et-7, 2000, him. .3. Secara fisik dan
rohani, syaramukallaf meliputi berakal, cukup umur, mempunyai kemampoias huchtaj.
Sedangkan secara pengetahuan, syatdtallaf meliputi pelaku sanggup memahandshnash
syara’ yang berisi hukum taklifi, dan merupakan orang ypagtas dimintai pertanggung jawaban
dan dijatuhi hukuman. Lihat dalam Himaukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal
Jamaah Jakarta: Bulan Bintang, 1968, him. 67.
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JI. Lamper Tengah Raya No0.659 Semarang, setidakriich disuatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum BisgaNegeri
Semarang. Terdakwa sengaja memiliki dengan meldw#mam sesuatu
barang yang seluruhnya atau sebagian adepbnyaan orang lain, tetapi
yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejajatandilakukan oleh
orang yang penguasaanya terhadap barang disebakdama ada
hubungan kerja atau karena pencarian atau karendapat upah untuk
itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara miedak penagihan
pembayaran. ternyata uang yang telah dipungut kesalaari pelanggan
sejumlah Rp 44.212.000,- tidak diserahkan kepada k#iD Tegal Jaya
Putri.

Oleh karena, uang sejumlah Rp 44.212.000,- bukéhk midakwa
tetapi milik perusahaan yaitu UD Tegal Jaya putrgka terdakwa telah
memiliki uang tersebut secara melawan hukum atamiliké harta orang
lain secara tidak benar dan merugikan orang lalanm sangat menentang
bentuk-bentuk perbuatan memiliki harta orang laenghn cara tidak
benar, serta segala sesuatu yang merugikan oranygbaDiantara ayat-
ayat al-Qur'an yang mencegah, melarang perbuatdnan tersebut
adalah:

1. QS. al Bagarah: 188
27280 04 278 wCO0SE 0 BXMADEHAG@ 2 o @
SR SEIUE PANRICERZRy ) =
Lo ARG BXA7 W0 =00
e JZRROPQ X AN]=PERaR (7] [N

e rCOOR® = B-UDH OB W@
I HE
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FRHSh & “a o N YOO8 we S SYC QA0
¢A<COoREr D = Shesx0Le0
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Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakaa Babahagian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil d
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada
hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripad
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuatad
Padahal kamu mengetaHi.

2. QS.anNisa’': 29

oo BWXUORGILI WA aobg LA Lo d o BDHOOTixOEG
¢ >0 0¢<= 27 wOeANEOL BXMOADHEHDEGe &
2 MAAE = QO FoRD D0, D0 0o o R

(22 du JLAECRHE HEvie0+x T6K OO0OONE

AForse OQRO G F2AFSO0>ACOL BSHMODHE€T 3D s

EX A oo TODYOW0 JLAERN 44 LX)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jangankdmu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidakaa
tidak etis), kecuali dengan jalan perniagaan yaadaku
den%an suka sama suka diantara kamu”. (QS. An Nisa’
29).

Lebih lanjut ditegaskan dalam surat an- Nisa 80at
crCROOOFORKR HEwd+@ InAD>GHEQ IIed€0...
..... F 20 4 YOORNEC O €L ¢470B0w o FOH> <€
GRS P
Artinya: ...“Barang siapa yang melakukan hal itu (na#@an harta
secara tidak sah) dengan melanggar hak dan anrejiea
kami (Allah) akan memasukkannya ke dalam neraka”....
(QS. An Nisa’ : 30)
Ketiga ayat diatas, merupakan ketentuan nas at@mtkan yang

melarang perbuatan mengambil harta orang lain aebatil dengan

hukuman. Diantara perbuatan tersebut adalah pemy&nggelapan yang

15 Departemen Agama RIAI-Quran dan TerjemahnyaSemarang : CV Toha Putra,
1989, him. 46.

18 bid., him. 122.
Y Ibid.
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di periksa Pengadilan Negeri Semarang dengan nomgusan

459/Pid.B/2011/PN. Smg. Terdakwa dalam putusarbetsadalah Tulus

Pribadi. Hukuman untuk seorang yang memakan hadara tidak sah

dengan melanggar hak sesuai ayat diatas adalahmiamkwkhrawi.

Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka, yang diskanoaidengan

kejahatannya. Dengan demikian, Putusan PengadikgeriN Semarang

Nomor : 459/PID.B/2011/PN.Smg telah memenuhi ufeimah pertama.

Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baikupa perbuatan

nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (neyatif

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor:459/Pid.BIZoN.

Smg Terdakwa Tulus Pribadi telah mengakui perbyatai persidangan

telah diperiksa diri terdakwa yang menerangkan pgaalknya sebagai

berikut:

- Terdakwa adalah sales UD Tegal Jaya Putri.

- Tugas terdakwa untuk mencari pelanggan, menawat&a sekaligus
melakukan penagihan pembayaran kepada para pelarngrsebut.

- Terdakwa telah melakukan penagihan ke pelanggdagsimana
didalam faktur dalam barang bukti yang diajukanedipdangan dan
hasil penagihan tidak terdakwa setorkan kepadaTedgal Jaya Putri
sebesar Rp 44.212.000enfpat puluh empat juta dua ratus dua belas
ribu rupiah).

- Uang yang tidak terdakwa setorkan ke kasir tersefsdakwa gunakan

untuk judi bola.
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Samuel selaku pemilik UD Tegal Jaya Putri memehnkaa saksi
Stefanus untuk melakukan pengecekan lapangan @dingaPekalongan,
Comal, dan Pemalang, ternyata pelanggan terseltah tmelakukan
pembayaran lunas melalui terdakwa. Akibat perbustatakwa tersebut
UD Tegal Jaya Putri dalam hal ini, Samuel bin DAdhmad Efeendi
mengalami kerugian sebesar Rp 44.212.000,-. (epybah empat juta dua
ratus dua belas ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi dddapst disimpulkan
bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pdapgge atayarimah
danperbuatan terdakwa merugikan orang lain. Denganki@m Putusan
Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 459/PID.B/204Bkg telah
memenuhi unsur jarimah kedua.

Pelaku adalah orangukallaf yakni orang yang dapat dimintai orang yang
pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakuka

Pelaku tindak pidana dalam putusan Pengadilan Neger
Nomor:459/Pid.B/2011/PN. Smg adalah Tulus pribadh Boeward;i.
terdakwa Tulus pribadi bin Soewardji dengan sadalakukan perbuatan
penggelapan. Terdakwa juga membenarkan identitasg@gaimana
disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umuminSila Terdakwa
juga mengakui perbuatan sesuai dakwaan Jaksa teetdmum (JPU).
Selama pemeriksaan putusan tersebut, tidak terdalgaiya alasan-alasan
pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapaghaperskan

kesalahan, atau pertanggungjawaban pidana terhtetdpkwa, maka
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terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungablam
perbuatanya. Dengan demikian, Putusan PengadilaygerN&emarang
Nomor : 459/PID.B/2011/PN.Smg telah memenuhi ujeimah ketiga.
Dari uraian diatas menurut hemat penulis, Tindaapa penggelapan
Nomor : 459/PID.B/2011/PN. Smg. Tindakan terdakwau$ Pribadi dalam
Hukum Pidana Islam telah memenuhi unsur-unsur sebtigdak pidana
(jarimah). Tindak pidana penggelapan uang setoran dalarmuiduRidana
Islam termasuk Jarimah tak’zir, hal ini dikarenakammah penggelapan tidak
termasuk jarimalhududmaupun jarimalgishas-diyat.
Sanksi Hukuman untuk Jarimah penggelapan dalam mHuRidana
Islam adalah hukuman ta’zir. Hukuman ta’zir jensryeragam secara garis
besar dikelompokan menjadi empat yaipertamahukuman yang mengenai
badan, seperti hukuman mati dan hukunigh (dera).Keduahukuman yang
berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sepertimank penjara dan
pengasinganKetiga hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, sepert
denda, penyitaan/ perampasan harta, dan penghantarang. Keempat
hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil anemi kemaslahatan
umum?®
Selain hukuman-hukuman diatas, menurut Djazuliedepyang

dikutip Achmad Wardi Muslich terdapat hukuman-hulamra’zir yang lain,

* Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana Islamop. cit, him. 251.
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yaitu : peringatan keras, dihadirkan dihadapan ngidanasihat, celaan,
pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan sedawka®®

Jarimah ta’zir didefinisikan oleh al-Mawardi sebagana dikutip
Ahmad Wardi Muslich adalah hukuman yang bersifahdidikan atas
perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya beluapkan syara?®

Syara’ tidak menentukan macam-macamnya hukumark diatp-tiap
jarimah ta’zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpuiakuman, dari yang
seringan-ringannya sampai hukuman yang seberatAlgaraDalam hal ini
hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukumaana yang sesuai
dengan macam jarimah ta’zir serta keadaan sipemyait

Inti jarimah ta’zir adalah perbuatan maksiat. Maksiadalah
meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakugerbuatan yang
diharamkan (dilarang). Para fugoha memberikan ¢onboeninggalkan
kewajiban yaitu menghianati amanah, seperti meaggah titipan,
memanipulasi harta anak yatim, hasil wagaf, dan-l&in. Sebagai contoh
perbuatan yang dilarang, seperti sumpah palsu,ppani dalam jual beli,
melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelakejahatan,
memakan barang-barang yang diharanfkan.

Salah satu Hadis yang memperkuat, larangan terhiwoidgk pidana
penggelapan dan sekaligus menjelaskan hukumanrgdis kersebut adalah

hadis yang diriwayatkan Jabir yang berbunyi:

9bid., him. 268.

29 |pid.

21 Ahmad Hanafipp. cit.,him. 8.

22 Achmad Wardi MuslichHukum Pidana Islagop. cit.,him. 249.
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Artinya: “Tidak ada hukum potong tangan pada khagengkhianat)
muntahib (penyerobot), dan mukhtalis (menggelapkarang)”.
(H.R. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy damnu
majah; al- Muntaga 11:723%'

Hadis diatas, menunjukan bahwa terhadap penghigeatyerobot
barang dan orang yang menggelapkan barang, tigak dgotong tangannya.
Menurut golongan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Al Itradeperti yang dikutip
Hasbi Ash-Shidsiqy, berpendapat bahwa terhadap kameyang berkhianat
terhadap amanah, menyerobot dan menggelapkandrartg, tidak dipotong
tangar’’

Perkara Makhzumiyah dalam hadis riwayat Aisyah gainsana
penulis sebutkan dalam bab dua diatas, sekalipumeaggelapkan, tetapi
sudah termasuk melanggar hukum dalam perkara pgancunaka tetaplah ia
dihukum sebagai pencuri yaitu potong tangan.

Menurut Hasbi Ash-Shidsiqy, orang yang mengingkaelah
meminjam sesuatu barang dipotong tangaff@edangkan Menurut Ahmad
dan Ishag yang dikutip Haliman, terhadap delik petgpan ini berlaku

ketentuan hukuman had pemotongan tarfgafetapi Jumhur berpendapat,

peminjam yang ingkar itu tidak harus dipotong tanmga. Mereka berdalil

* Khain (pengkhianat) adalah orang yang mengambitaharang lain dengan cara

tersembunyi dan menampakan kejujuran pada pemdikah Muntahib (penyerobot) adalah

mereka yang mengambil harta milik seorang secatsapdan mukhtalis (menggelapkan barang)
adalah mereka yang tanpa disetujui oleh pemilikpngahkan harta itu kepada dirinya ataupun
kepada orang lain. Hasby Ass-Shiddiegy, cit., him. 167.

24 -
Ibid.
25 Bakri, Hukum Pidana IslamSala : Ramadhani, tt, him, 71.
%6 Hasbi Ash-Shidsiqyop. cit, him. 167.
%’ Haliman,op. cit., him. 440.
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dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang hanya mewajilgotong tangan itu
atas pencuri, sedang peminjam yang ingkar itu bylemcuri. Pendapat ini
dibantah, bahwa orang yang ingkar itu dapat digghan sebagai pencifi.

Zufar serta ulama Khowarij, Ahluh Dhahir dan Ibnazrh seperti
yang dikutip Hasbi Ash-Shidsiqy, menetapkan bahwareka yang
mengingkari barang yang dipinjamnya dipotong tangtmu Qayyim,
memasukan orang yang mengingkari pinjaman kedalalbngan pencuri.
Mereka yang menyerobot dan menggelapkan barands titileatagorikan
sebagai pencuff. Sedangkan Menurut Haliman penerimaan barang yang
diberikan kepada seseorang, dan apabila kepercayaalilanggar, dengan
tindakan kepemilikan untuk kepentingan diri sendithau orang lain, maka
telah terjadidjuhudul ariyah(mengingkari barang yang dipinjamnya). Atas
Perbuatan penggelapan juga berlaku ketentuan hukurad pemotongan
tangan

Hukuman ta’zir jenisnya beragam, namun secara dsgar dapat
dikelompokan kepada empat kelompok, yaitu sebagyaiud:

1) Hukuman ta’zir yang mengenai badan, seperti hukumati dan

hukuman jilid (dera).
2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseweperti
hukuman penjara dan pengasingan.
3) Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, sepdeinda,

penyitaan/ perampasan harta, dan penghancurargbaran

*% Faishol,op. cit., him. 63.
29 |bid.
30 Haliman,op. cit., him. 441.
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4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil andgmi
kemaslahatan umum.

Putusan Nomor.459/PI1D.B/2011/PN.Smg temtpenggelapan. Penulis
menggiyaskan dengan pendapat para ulama tentargjngkari barang yang
dipinjamnya(djahidu ‘ariyah) Selain itu penulis juga menggiyaskan dengan
Ghulul. Qiyas adalah menyusul peristiwa yang titeklapat nas hukumnya
dengan peristiwa yang terdapat nas hukumnya. Dalamhukum yang
terdapat nas untuk menyamakan dua peristiwa padarhini>*

AdapunRukun giyas yaitu :

1. Al- Ashlu yaitu sesuatu yang ada nas hukumnya.

2. Al- Far'u yaitu sesuatu yang tidak ada nas hukumnya

3. Hukum Ashl yaitu hukum syara’ yang ada nas-nya pgaakoknya dan ia
dimaksudkan menjadi hukum pada al- Far’u.

4. lllat yaitu sesuatu sifat yang dijadikan dasar kntonbembentuk hukum
pokok dan berdasarkan adanya keberadaan sifadda @l-far'u. Maka ia
disamakan dengan pokoknya dari segi hukunifya.

Menggiyaskan ikhtilas (penggelapan) dengghulul, maka penulis
menguraikan rukun giyas yaitu : Al- Ashlu vyaitdyudul, Al- Far'u; ikhtilas
(penggelapan), Hukum Ashl (haram), Illat (memildd@rang milik orang lain
dengan tidak benar).

Secara etimologi ghulul menurut Ibnu Mansur yangdkutip

Muhammad Nurul Irfan adalah kehausan. SedangkaMaiam al Wasit

** Abdul Wahhab Khallafshul Figh,Jakarta : PT Rineka Cipta. Him 68.
%2 |bid., him. 58.
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mendefinisikanghulul adalah berkhianat terhadap harta rampasan pé&tang.
Secara termenologi  ghulul adalah  mengambil  sesuatian
menyembunyikannya dalam hartanghulul, yakni mencuri harta rampasan
perang (ghanimah) atau menyembunyikan sebagian-Nya (untuk dimiliki)
sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian.

Definisi di atas menunjukkan bahvwghulul terjadi pada penggelapan
harta rampasan perang. Hal ini sejalan dengan n@ka&li Imran:161 yang
berbunyi :
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Artinya: Tidak sesorang nabi berkhianat dalam amusarta rampasan perang.
Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampa&sang) maka
pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang
dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akanibedi
pembalasantentang apa yang mereka kerjakan depgaubdélasan)
setimpal, sedang mereka tidak dianidya.

Selain al-Qur'an katghulul juga terdapat dalam hadis sebagai berikut :
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Artinya: Barang siapa yang kami angkat menjadi ykaman untuk
mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menuruestamya
maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semgstimaka
namanyaghulul.*®

%3 Muhammad Nurul IrfanTindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspekiifih
Jinayah Jakarta : Depag RI, 2009, him. 96.

34 Abu Fida’ Abdur Rafi Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs yReian
Jiwa ) Jakarta : Republika. 2006, him. 30.

35 Depertemen Agama Republik Indonesig. cit., him 38.

3¢ Muhammad lbn Ali Ibn Muhammad Syaukamgilul Authar, Kairo : Darul al-Hadits,
tt, him. 278.
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Asbabun Nuzul surat Ali Imranl6l diatas, terdapat dua peristiwa
ghulul yang terjadi dimasa Rasulullah yaipertamaDikemukakan oleh Abu
Dawud dan At-Tirmidzi, yang menurut dia hadis hadisadalah hasan yang
bersumber dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata: Ufya ayat ini berkenan
dengna hilangnya sehelai permadani merah pada wa&tang badar”.
Sebagian orang berkata : “Barangkali sudah diaRagulullah Saw”. Maka
Allah menurunkan ayat inKeduadikemukakan oleh At-Tabarani di dalam
kitab Al-Kabir dengan sanad tokoh-tokoh yang terpga, yang bersumber
dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata :"Nabi Saw meng pasukan tempur
berulang-ulang sampai tiga kali. Pada suatu kedita pasukan membawa
ghulul (bagian ghanimah yang belum dibagikan) berkipang dari emas”.
Maka turunlah ayat 161 surat Al-lmrofi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis siapulkahwa
tindakan terdakwa dalam perkara NO. 459/PID.B/2BMN1Emg tentang
tindak pidana penggelapan Uang Setoran. Denganyadaiat, perbuatan,
keadaan terdakwa dan akibat dari tindakan terdadal@m Lingkup Hukum
Pidana Islam termasuk jarimah ta’zir. Sanksi jahin&zir diberikan kepada
hakim untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sedeagan macam
jarimah ta'zir serta keadaan sipembuatnya. Sedandkéam kontek hukum
positif ( KUHP) tindakan terdakwa termaspknggelapan dalam keadaan
memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP

Dengan pemberatan karena unsur-unsur yang terdalasam ketentuan yuridis

37 Abdul Mujieb, Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuuzul (Riwayat TurunyatAyyat Al-
Qur'an), Rembang : Daruul Ihya, 1986, him. 127.
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mengenai penggelapan dalam ketentuan Pasal 372 Kddid&h terpenuhi,
baik unsur objektif maupun subjekifnya. Selain ketentuan khusus yang
memberatkan terdakwa yaitu terdakwa dalam melakutiadak pidana

penggelapan karena adanya hubungan kerja, dan pangssh khusus.



